BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pengaruh PAD dan
DAK terhadap IPM Provinsi Riau Tahun 2019-2023 dengan belanja modal
sebagai variabel intervening, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Hal ini
dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pajak Daerah yang diperoleh maka
semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam
membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat
terpenuhi dengan baik maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga
dapat meningkat.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Hal ini
dapat diartikan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah
daerah dalam membangun sarana dan prasarana fisik daerah. sarana dan
prasarana fisik daerah dapat terpenuhi dengan baik maka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

3. Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh Penerimaan Pajak
Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Riau Tahun 2019-2023. Hal ini dapat diasumsikan bahwa apabila
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Penerimaan Pajak Daerah tinggi maka belum tentu dapat meningkatkan
IPM melalui Belanja Modal.

4. Belanja Modal mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK)
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau
Tahun 2019-2023. Hal ini dapat diartikan semakin besar kemampuan Dana
Alokasi Khusus dalam membiayai belanja modal, maka akan
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

5. Penerimaan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau
Tahun 2019-2023. Hal ini berarti semakin besar Penerimaan Pajak Daerah
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka semakin tinggi nilai Indeks
Pembangunan Manusia dan begitu pula sebaliknya.

B. Saran

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian
fiskalnya dengan menerapkan strategi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
agar penyediaan fasilitas publik dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan
teori desentralisasi fiskal. Penggunaan Pajak Daerah hendaknya jangan hanya
fokus terhadap belanja rutin dan belanja pegawai melainkan digunakan juga
untuk belanja modal berupa penyediaan infrastruktur fasilitas publik.

Selain Kementerian Keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat
berperan aktif dalam mempercepat penyerapan DAK yang selama ini sering

mengalami keterlambatan, sehingga pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan
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DAK menjadi tidak optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan
pemantauan pelaksanaan DAK secara berkala selama tahun anggaran berjalan.

Riset ini masih terbatas pada variabel Pajak Daerah,Dana Alokasi
Khusus,Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai intervening.
untuk riset-riset di masa mendatang dengan topik yang sejenis, dapat
memperpanjang rentang waktu penelitian, membagi variabel DAK menjadi per
bidang, serta menambah variabel kontrol yang digunakan agar hasil penelitian
yang diperoleh dapat menjadi lebih akurat terkait pengaruh DAK
terhadap IPM dan pengaruh jangka panjang DAK terhadap IPM. Selain itu,
penelitian kualitatif juga dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Penerimaan
Pajak Daerah dan DAK guna memperoleh penjelasan yang lebih mendalam
tentang pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan DAK terhadap indeks

pembangunan manusia.
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